
  

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 11 TAHUN 2005 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS PEKERJAAN UMUM, PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang — a. 

b. 

Mengingat 2 Ta 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah 

ditetapkan dalam Peraturan baerah dengan memperhatikan 

faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu mernkentuk Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone 

Bolango : 

Undang-Undang Ncmor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

indcnesia Nomor 3041) senagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara R-publik Indonesia Nomor 3890): 
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Undang - Undang Nomor Z8 Tahur 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemparan Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Nagara 

Republik Indonesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontal» (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bune Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269): 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukar. 

Peraturan Perundang-ungangan (Lembaran Negara Republik 

Indones'a Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomior 4389): 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2105 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, 

Tambalhian Lesnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493): 

Undang-Undai.g Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Leirbarar, Necara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Peraturan Pemerintah Nomor z5 Tahun 2000, tentang 

Kewenangari Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 

Daerah Otonom (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 

: 2000 Nomor 45, Tarrbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik 'ndonesia Nomor 4262): 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI 

DAN TATA KERYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PEMUKIMAN DAN 

PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

BAS | 

KETENTUAN JMUM 

Pasa!1 

Dalam Peraturan Daeran ini yarg dimaksud dengan : 

1. Daeran adalah Daerah Dtonom Kabupaten Bone Bolango. 

2. Pemerintah Daerah adalah Buapti dan Perangkat Daerah 

sebagei Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bone EBolargo. 

3. Dewar Perwakilan Raxyat Daeran selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur 

penyelenggara Pemerintanan Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 

4. Pemerintahan Daerah adalah »enyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas otoncimi Jan tigas pembantuan dengan prinsip 

otonorsi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undarig Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 

Ta Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke 

Daerah menurut peraturari perundang-undangan. 

8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango. 

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone 

Bolangc. 
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(1) 

(2 

BAB II 

KEDJDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpir 

oleh seorang Ken»ala vang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Daeran rnelalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi 

daerah dalani rangka pelaksanaan tugas Jesentra!isasi. 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi : 

a. Perumusan xebijakan toknis sesuai dengan lingkup kerjanya , 

b. Pemberian perizinan dan pelaksariaan pelayanan umum, dan 

c.  Pembiraan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam 

lingkup kerianya: 

BAB III 

CRGANISASI 

Pasal 5 

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah terairi atas : 

a. Kepala Dinas: 

b. Bagian Tata Usaha. 

c. Bidang Bina Marga. 

d. Bidang Cipta Karya : 

e. Bidang Pengairan: 

Unit Pelaksana Teknis Dinas, 

9g. Kelompok sabatan Fungsional, 

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Imum, Pemuriman dan 

Prasarana Wilayah sebagaimana tercantum paca lampiran 

Peraturan Daerah :ni :



 



Pasal 6 

Bagian Tata Usaha terdiri atas : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 

b. Sub Bagian Frogram dan Keuangan, 

Pasal 7 

Bidang Bina Marga. 

a. Saksi Penirgkatar Jalan dan Jembatan: 

b. Seksi Pemeliharaan Jaran dan sembatan: 

Pasal 8 

Bidang Cipta Karya terdiri atas : 

a. Seksi Penataan Wilayah dan Tata Ruang: 

b. Seksi Perumahan dan Pemukirnian: 

Pasal 9 

Bidang Pengairan terdiri atas : 

a. Seksi Irigasi dan Operasivna: Pemeliharaan: 

b. Seksi Pengelolaan Sur yai, Rawa, Pantai dan Danau, 

Pasal 10 

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang - 

bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 11 

(1) Pada organisasi Dinas dapat Uihsntuk 1 (satu) atau lebih Unit 

Peraksana Teknis Dinas. 

(2) Pembentukan Urit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan 

memenuhi kriteria serta Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(3) Pembentukan IJnit Pe'aksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri 

dengan Peraturan Daerah 

Pasal 12 

(1, Pada organisasi Dinas davat ditemyatkan Pegawai Negeri Sipil 

dalam kelompok Jabatari Fungsional. 
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(2) Kelompok Jabatari Fungsional menipuryai tugas melaksanakan 

tugas-tugas sesuai aengan keahlian yuan kebutuhan. 

Pasal 13 

(1) Kelompok Jabatan Fungsicnal dipimpin oleh seorang teriaga 

fungsional senior yany berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

(2) Kelompok Jabatan furigsivnal dapat dibagi atas kelompok dan sub- 

sub kelompok ses-iai kebutuhian 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan 

beban kerja. 

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai 

dengan Peraturan perundan J-undanyan yana berlaku. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 14 

(1) Dalam me'aksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis 

Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalarn lingkungan 

masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas 

masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang. 

(3) Setiap pirspinan satuan organisasi Jalam lingkungan Dinas 

berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan aar pengawasan 

pekerjaan unsur -unsur pembantu pelaksana yang berada dalam 

lingkungan kerjanya. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan 

koordinasi secara fungsional dengan baik. 

Pasal 15 

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan 

yang ditetapkan »leh Bupati. 
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(2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan 

membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu 

aan pelaksana dilingkungan Dinas. 

BAB V 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 16 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas 

usul Sekretaris Daerah. 

(2 Pejebat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan 

diberhentikan sesuai dengan Peraturan vwerundang-undangan. 

(3) Jenjang jabatan dan kenangkatan serta sistem kepegawaian diatur 

sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 17 

Segala biaya yany timbui akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini 

dibevankan pada Arggaian Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bone Bolango berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

BAB VII! 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa! 18 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Bone 

Bolango Nomor Zz Tahun 2003 tentang Pernbentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkurgan Pemerintah Kabupaten 

Bone Bolango dinvatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 19 

Hal-hal yang belum diatur dan / arau belum cukup diatur dalam 

Peraturan Daerah ini akan diatur denyan Peraturan dan / atau 

Keputusan Kepala Daerah. 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005 

ciundangkan. 

IIS



 



memerintankan  Pengundangan Agar setiap orang nisngetahuinya, 

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 18 Juli 2005 

— & Pj.BUPATI BONE BOLANGO 

BONNY M.M OINTU 

| A3, 

Diundangkahdi Suwawa 

. pada tanggal (Adul 2005 

PA Ia “Nata, 
SM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

  

UN 

SS 8g1HAMRAN S. ja 4 
| , 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 11 SERID 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 11 TAHUN z005 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS PEKERJAAN UMUM, PEMUK:MAN DAN PRASARANA WILAYAH 

#ABUPATEN BONE BOLANGO 

|. UMUM 

Bahwa s'steim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut 

Undang-Undang Dasar 1345 dar Undang-Undang Ncmor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahar Daerah, memberikan keseluasaan kepada Daerah, untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip 

Demokrasi, beran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan 

memperhatikan potensi dan keanekarag2imari Daerah, sehingga dalam menghadapi 

perkembangan keadaan serta tantangari dan persaingan global, maka daerah dalam 

menyelenggarakan Otonomi Daerah hatus didukung dengan kewenangan yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab secara prsfesivunal yang diwujudkan dengan 

pengaturan dan pembagian Sumkber Daya dan Poteris: yang ada. 

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bona Bolarigo dalam membentuk Dinas 

Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayahi sebagai unsur pelaksana 

otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

tugas penyelenggaraan Pemerintahan,administrasi, organisasi dan tata laksana. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentarg Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat 

daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor 

tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana Jimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka 

Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Kabupaten Bone Bolango. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasai 

1 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

10 

Cukup 

11 

Cukup 

12 

Cukup 

13 

Cukup 

14 

Cukup 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 
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Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Gukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas 

1
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS PEKERJAAN UMUM. FEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

KEPALA DINAS 

  —— 

  

  
Kelompok Jabatan | 

Fungsional 

Li | 
P3! 

  

| 

Bidang Bina Marga 

  

Ts 

  
Seksi Peningkatan | 
Jalan dan Jemkatan | 

maa 

Seksi Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 
  

     

  

  

Kk Sub Bagian Umum 
| dan Ni Bepe ga nina 

| 
1 

ea 
| Bagian Tata Usaha 

ke   

Se AN AE 

V 
  - 

Sub Bagian Progam | 
dan Keuangan 

    

  

Wilayah Jan Tata 

Seksi Perumahan 

1 

| Bidang Pengairan 

    —— 

Seksi Irigasi dan 
Operasional 
Pemeliharaari 

Seksi Penataan Uu 

. Ruang     
  

— Seksi Pengelolaan 
Sungai, Rawa, Pantai 

dan Danau   dan Pemukiman —         

» 3 h Aan BONE BOLANGO 

An i sad" 
SP NN 

— BONNY M.M OINTU 

, 
-
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